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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

N0M0R 68 TAHl:JN 2008 

T E NT A N G  

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN 
JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 

PROVINS I -SUMATERA -SELATA"N 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang : a . .  -bahwa-dengan telah diundaAgkannya -Peraruran Gubernur Sumatera 

Mengingat 

Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jaringan Jalan dan 
Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 
Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun 
uraian tugas oan lungsinya; 

·o. 'oanwa uraiar1 toJrc!S 1r&r1 'iun�• 'l.)ritl ?-f:!icif..�i& , w,..r/� 'iY«RB \�) 
.P.elayanan .Jaringan Jalan .dan .Jembatan pada -Dinas f>ekerjaan 
Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peratu_ran Gubemur Sumatera Selatan. 

: 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah T.ingkat I Sumatera -Selatan (Lembaran Negara .RI 
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814); 

2. Vndang-Undang RI N9mor � Tahun 1974 tentang Pokokcpok9k 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor.3890.); 

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan 
Peraturan P1;irund;1ng-und;1ngan .(L1;iml;>;1r;ln N�ar;1 RI T ;1hun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undan9 RI Nomor 32 Tahun 2004 tentan9 Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan ·unaang-1Jnoang Nomor 12 Tahun 200"13" {Lenibaran ·Negara 
RI Tahun· 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
ISM); 
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5. Undang-Undang Rf Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara PemeFintah Pusat dan P�merintahan -Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

.NegaraHomor 443B.); 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

1Jr:usan P.emerintahan antara P.emerintah, P.emerintahan .Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737 ); 

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor4741 ); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Orl]anisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 

tentang O1"9anisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

10. Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

OinR,c;_ll.JPTO) ,Pelavjinan Jarin0.s1n Jalan dan Jembatan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Serita 

Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS 

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINS! SUMATERA SELATAN 

BAB I 

-KETENT-UAN-UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan 

1. Provinsi .adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2.  Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

3 .  Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 

-- -·=-� 
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4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera 

Selatan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Pr.ovinsi Sumaiera Selatan. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Pelayanan Jarin9an Jalan dan Jembatan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jaringan Jalan dan 

Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Sumatera Selatan. 

BAB II 

UAAIAN 1'
.
UGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kepala .Unit.Pelaksana TeknisDinas 

Pasal 2 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok 

.me1aKsaaa.1ran seoag,an· rugas-:Umas�ael)aau' b1iiu111�i:ii.:-,a· ;.,.,,� .. j:,, 

bidang jaringan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya. 

Pasal 3 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 

Kepala Unit Pelak1>ana T-eknis Oinas mempunyai fungsi 

a. pelaksanaan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan bahan

·bahan bangunan dan °komponen ·konstruksi pekerjaan umum di 

bidang kebinamargaan, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, 

inventarisasi jalan -clan jembatan serta -peralatan dan-perbekalan; 

b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang 

melipati ·urusan:keuangan·, ·kepegawaian, umum dan perlengkapan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan1ugas daniungsinya. 
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Bagian Kedua 

.Subbagian Tata Usaha 

Pasal4 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan. 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 

Subbagian Tata. -lJ.saha :memJ;>unyai-fungsi: 

a. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

·b. ·pengelolaan administrasi keuangan; 

c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan 

·pembangunan; 

d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran 

pendapa1:an dan :belanja :rutin/pembangunan; 

e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis 

-Oinas; 

f . pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

·g. ·penyiapan bahan dan ·penyustinan ·tapuran ·oerkala :Unit -Pelaksana 

Teknis Dinas; 

ti. ·pelaksanaan tugas ·lain yang dibeFikan uleh a1:asan :sesuai 'dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketlga 

Seksi .Jalan dan .Jembatan 

Pasal6 

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

prggram _prakira;m l:>iaya pelaksanaan .pengendalian k�iatan Jalan dan 

jembatan, penanganan kerusakan jalan dan jembatan serta penanganan 

-ker.ui,akao -jalan d.io jembatan -,akibat bencaoa-alam . 

• --.---,--,,,-Ii. .  ---·-·-
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Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada Pasal 6, Seksi 

Jalan dan Jembatan mempunyai -fungsi: 

a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program dan prakiraan 

biaya ·jalan dan ·jembatan; 

b. pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan; 

c. ·penanganan kerusakanjalan dan jembatan; 

d. penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 

e. pelaksanaan 1ugas lain yang diberikan oleh atasan :sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Sek-si-Peralatan-dan Pem.ekalan 

Pasal 8 

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas merencanakan 

kebutuhan alat-alat besar, bahan-ba.han bangicman dan. -komponen 

konstruksi pekerjaan umum, melaksanakan pengoperasian dan 

·pemeliharaan alat-alat i>esar, ·pengadaan ·bahan-bahan bangunan :serta 

komponen konstruksi. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi 

f-leralatan dan •Perbekalan -mempunyai fungsi 

a. pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan alat-alat berat; 

·b. pengoperasian dan pemeliharaan alat-afat·berat ; 

c. pengadaan bahan bangunan jalan dan jembatan beserta komponen 

konstruksi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas daniungsinya. 

--1 
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 36 SERI D

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2008
SEKRETARI DAERAH PROVINSI

SUMA ERA SELATAN.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ...2-1.November 2008.,- .
GUBERN1itiIVhGN'

. ALEX NOERDIN

;,Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di~ndargkan.
I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
IPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah-._,-

I

Pasal11

./'
(1) p,ada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku. maka Keputusan

·Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Uraian
IITugas dan Fungsi U~it Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan
! Jaringan Jalan dan 'Jembatan (PJ3) pada Dinas Pekerjaan Urnum
Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 26 Seri D). dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur.

. ----
Pasal 10
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
MUSYRIF SUWARDI 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. MAHYUDDIN NS 


